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ABSTRAK 
 
Kurangnya pemahaman arti pentingnya kesadaran seseorang dalam 
mendaftarkan tanah yang mereka miliki, banyak permasalahan yang timbul dari 
kepemilikan tanah tak jarang sampai menimbulkan pertikaian diantara mereka. 
Maka dari itu penting melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui 
jual beli guna mendapatkan jaminan kepastian hukum. 
Penelitian ini bertujuan : (1) Mendeskripsikan proses pelaksanaan peralihan 
hak milik yang malalui jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. (2) 
Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam proses peralihan hak milik 
melalui jual beli tersebut serta langkah-langkah dalam mengatasi hambatan 
tersebut. 
Jenis Penelitian adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (field 
research), pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan normatif 
empiris teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan studi 
lapangan dan dianalisis dengan secara kualitatif yang dilakukan secara bertahap. 
Hasil Penelitian ini menunjukan dengan adanya pendaftaran tanah akan 
mendapatkan perlindungan hukum yang merasakan tidak akan mendapatkan 
gangguan dan gugatan dari pihak lainnya. Untuk menjamin suatu kepastian 
hukum, peralihan hak atas tanah melalui jual beli yaitu diperlukannya persyaratan 
formil bagi penjual hak atas tanah dan juga terkait dengan prosedur peralihan hak 
atas tanah tersebut. Jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat di hadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak tersebut masih terdapat beberapa 
hambatan-hambatan, jika hambatan-hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan 
baik dan cepat maka waktu proses pekerjaan peralihan haknya pun akan 
terselesaikan dengan tepat waktu pula. Lancarnya pelaksanaan pendaftaran 
peralihan hak tentunya bisa terlaksana apabila antara pemohon dan Kantor 
Pertanahan bisa bekerja sama dengan baik. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Pendaftaran Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah 
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MOTTO 
 
 "Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan". (Q.S. Asy Syarh ayat 5-6) 
 “Selalu ada harapan bagi orang yang berdo’a dan selalu ada jalan bagi 
orang yang berusaha”. 
 “Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau 
benda”. (Albert Einstein). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan 
suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana kita 
ketahui bahwa tanah, khususnya bagi masyarakat kita, mempunyai kedudukan 
sentral, baik sebagai sumber daya produksi maupun sebagai tempat 
pemukiman, oleh karena itu masalah tanah selalu mendapat perhatian dan 
pembangunan yang khusus pula. Lebih-lebih lagi dalam era pembangunan ini, 
dimana pembangunan menjangkau serba macam aktifitas dalam membangun 
manusia Indonesia seutuhnya, yang sedikit/banyak akan bertemu dengan 
bidang tanah. Kalau masalah ini dapat/kurang dikendalikan, maka antara satu 
kepentingan dengan kepentingan lainnya, maka akan terjadi bentrokkan yang 
akan menghambat pelaksanaan pembangunan, dan sehingga tujuan 
pembangunan akan sangat lamban tercapainya.  
Pembangunan sendiri dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat, baik untuk prasarana maupun sarana memerlukan tanah. 
Demikian pula seluruh lapisan masyarakat, dalam usaha meningkatkan 
kualitas hidupnya memerlukan pula tanah. Oleh karena itu gejala hubungan 
timbal balik antara manusia dengan tanah dapat dilihat dari satu sudut, 
manusia semakin lama semakin meningkat mutu dan jumlahnya, sehingga 
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kebutuhan akan tanah yang relatif sempit dan semakin bertambah. 
Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan 
berupa jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. 
Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, pertama-
pertama memerlukan tersedianya perngakat hukum yang tertulis, lengkap dan 
jelas, yang dilaksanakan secara konsisten sesuai jiwa dan isi ketentuan-
ketentuannya. Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan 
pula terselenggaranya pendaftaran tanah, yang memungkinkan bagi para 
pemegang Hak Atas Tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas 
tanah yang dikuasainya. Tanah diberikan kapada dan dipunyai oleh orang 
dengan hak-hak yang dikuasai oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), 
adalah untuk digunakan/dimanfaatkan. Diberikanmya dan dipunyainya tanah 
dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas 
hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun 
tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga pengguaan sebagian tubuh bumi yang 
ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya.  
Dalam pasal 4 ayat (2) UUPA, dinyatakan bahwa; hak-hak atas tanah 
bukan hanya memberikan wewenang mempergunakan sebagian tertentu 
permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, tetapi juga tubuh 
bumi yang ada dibawahnya dan air serta bunga yang ada diatasnya. Dengan 
demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya, 
dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi wewenang 
menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi 
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juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawah tanah dan air serta 
ruang yang ada diatasnya. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 
Agraria dalam Pasal 19 memerintahkan untuk diselenggarakannya pendaftaran 
tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum yang dimaksud, 
penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
1
 
Menurut Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria jo Pasal 37 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual 
beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT. Untuk menjamin kepastian dan 
ketertiban hukum dalam jual beli tanah, proses jual beli tanah hanya dapat 
dilakukan diatas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah, artinya 
obyek tanah yang disahkan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah.
2
 
Memperhatikan arti pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah 
khususnya karena jual beli tersebut, pada kenyataanya masih banyak 
masyarakat yang yang dalam melakukan peralihan hak atas tanahnya belum 
didaftarkan peralihannya pada Kantor Pertanahan. Hal ini yang menyebabkan 
adanya berbagai macam hambatan dalam proses pelaksanaan peralihan hak 
atas tanah khususnya dalam hal pendaftaran pelaksanaan peralihan hak milik 
atas tanah ini yang tidak selesai tepat pada waktunya (dalam hal penyelesaian 
                                                             
1 Chairul Anam Abdullah, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat 
Sertipikat Ganda Di Kabupaten Tangerang Propinsi Banten”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 
2008, hlm. 12. 
2 J. Andy Hartanto, Hukum Pertanahan, LaksBang Justitia, Surabaya, 2014, hlm. 83. 
4 
 
 
 
pekerjaanya), dan dapat juga terjadi kerena adanya bukti-bukti dan syarat 
pendaftaran yang kurang lengkap.  
Dengan memperhatikan pendapat tersebut diatas serta mengamati 
kenyataannya dalam praktek, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 
permasalahan pertanahan di Indonesia timbul berkaitan dengan permasalahan 
dalam hal peralihan hak milik atas tanah. 
Berdasarkan berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk 
mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran 
Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang”. 
B. Rumusan Masalah 
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran 
peralihan hak atas tanah  melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang, maka sangat penting bagi penulis untuk merumuskan 
permasalahan. 
Adapun masalah yang akan diteliti dalam penulisan hukum (skripsi) ini, 
adalah : 
a. Bagaimana proses pelaksanaan peralihan hak milik yang malalui jual beli 
di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang ? 
b. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam proses peralihan hak milik 
melalui jual beli tersebut serta langkah-langkah dalam mengatasi 
hambatan tersebut? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan peneliti untuk mengadakan penelitian 
adalah sebagai berikut: 
a. Mendeskripsikan proses pelaksanaan peralihan hak milik yang malalui jual 
beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
b. Mengetahui Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam proses 
peralihan hak milik melalui jual beli tersebut serta langkah-langkah dalam 
mengatasi hambatan tersebut. 
D. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat 
yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Penulis 
a.  Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai awal penelitian yang berguna 
bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 
b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 
pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
2. Bagi Masyarakat 
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dan khalayak 
ramai mengenai pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui 
jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
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3.  Bagi Ilmu Pengetahuan 
a. Memberikan sumbangan terhadap ilmu hukum pada khususnya dan 
ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pertanahan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 
pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya 
bagi praktisi hukum pertanahan, terutama pada Fakultas Hukum 
Universitas Pancasakti Tegal. 
E. Tinjauan Pustaka 
Penelitian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh 
beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya: 
1) Ratih Puji Oktaviani, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015). 
Dalam skripsinya yang berjudul Praktik Jual Beli Tanah Yang Belum 
Bersertifikat Dan Pendaftarannya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Pati). 
2) Erfa Meiyani, (Universitas Negeri Semarang, 2009). Dalam skripsinya 
yang berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan hak Milik Atas Tanah 
dengan Cara Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. 
3) Nuryati Istiyana,(Universitas Negeri Semarang, 2005). Dalam skripsinya 
yang berjudul Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. 
Dari tiga penelitian diatas yang membedakan antara skripsi peneliti 
dengan penelitian tersebut adalah prosedur atau syarat-syarat pendaftaran 
peralihan hak atas tanah melalui jual beli terutama dalam masalah pengenaan 
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Pph (Pajak Penghasilan) untuk peralihan hak atas tanah berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta 
Perubahannya.  
Pada skripsi yang pertama membahas tentang praktik jual beli tanah 
yang belum bersertifikat dan pendaftarannnya menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997. Penelitian ini menekankan pada kepastian hukum dan 
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang melakukan praktik 
jual beli tanah yang belum bersertifikat. 
Skripsi yang kedua membahas tentang Pelaksanaan Pendaftaran 
Peralihan hak Milik Atas Tanah dengan Cara Jual Beli Di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kudus pada tahun 2009 dimana dalam penelitian tersebut belum 
menjelaskan tentang penghitungan pajak peralihan hak secara terperinci.  
Kemudian skripsi yang ketiga membahas tentang Pelaksanaan 
Peralihan Hak Milik Melalui Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Semarang pada tahun 2005 sama seperti skripsi kedua dalam penelitian 
tersebut belum menjelaskan tentang penghitungan pajak peralihan hak secara 
terperinci.  
Dalam skripsi diatas sama-sama membahas tentang pelaksanaan 
pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli namun seiring dengan 
perkembangan zaman prosedur atau syarat-syarat mengenai pendaftaran 
peralihan hak atas tanah melalui jual beli mengalami beberapa perubahan, 
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seperti contohnya dalam hal pengenaan Pajak Penghasilan (Pph) untuk 
peralihan hak atas tanah dan juga dalam penelitian ini juga menjelaskan 
struktur organisasi, tugas dan fungsi dari masing-masing seksi di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang dimana dalam penelitian yang sudah ada 
struktur organisasi di Kantor Pertanahan mengalami perubahan 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 
atau informasi terkini kepada masyarakat mengenai pendaftaran hak atas tanah 
melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
F. Metode Penelitian 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 
pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 
menganalisanya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 
terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
3
 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 
lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research), 
menggunakan data primer sumber data diperoleh melalui observasi, 
wawancara dan partisipasi. 
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 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.18. 
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2. Pendekatan Penelitian 
Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 
yuridis empiris. Pendekatan yuridis, karena dalam membahas 
permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik 
hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan 
hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris, 
karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari 
lapangan.  
Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya 
adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara 
memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di 
lapangan yaitu tentang pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah 
melalui jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
3. Sumber Data 
Subjek adalah darimana suatu data atau info dapat diperoleh atau 
pusat perhatian dan sasaran peneliti.
4
 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 
pimer dan data sekunder. 
a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 
secara langsung berupa keterangan dan kenyataan-kenyataan yang ada 
di lapangan melalui wawancara dengan Pegawai Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang yang berwenang dan berkompeten serta pihak 
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 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Yogyakarta : Rineka 
Sipta, 2006, hlm.145. 
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yang bersangkutan yang mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang melalui pendaftaran peralihan hak atas tanah 
melalui jual beli.  
Dalam Penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria. 
3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah. 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 
Tanah. 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak 
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah 
Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas 
Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. 
b. Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data,atau sudah tersedia sebelumnya yang 
dapat diperoleh dari pihaklain yang berasal dari buku-buku maupun 
dokumen.
5
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah proses 
peneliti dalam pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian tidak 
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boleh dilakukan secara sembarangan. Terdapat langkah pengumpulan data 
dan teknik pengumpulan data yang harus diikuti. Tujuan dari langkah 
pengumpulan data dan teknik pengumpulan data ini adalah demi 
mendapatkan data yang valid, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian 
pun tidak akan diragukan kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:  
a. Studi Kepustakaan  
Suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku 
kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukandengan 
cara menginventarisasi dan mempelajari bahan hukum. 
b. Studi Lapangan  
Studi Lapangan yaitu data yang dikumpulkan dengan mengadakan 
penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang 
akurat. Adapun cara tersebut dilakukan dengan cara yaitu:  
1) Observasi  
Observasi adalah merupakan suatu cara atau teknik untuk 
mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan secara 
langusung terhadap kegiatan yang sedang diteliti.
6
 Metode ini 
dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung mengenai 
pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli 
di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
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 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Remaja 
Rosdakarya, 2011, hlm.220. 
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2) Interview (wawancara)  
Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan 
bertanya langsung pada yang di wawancarai dan merupakan proses 
interaksi dan komunikasi. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan 
untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan terhadap 
orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan 
diperoleh data yang berguna serta dapat dipertanggung jawabkan 
kebenaranya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara 
dengan staf di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
3) Dokumentasi  
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat 
dokumen-dokumen arsip yang berkaitan dengan permasalahan 
yang dibahas. 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisa data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif 
yang dilakukan secara bertahap yaitu :  
1) Pengumpulan, dilakukan dengan cara pencarian data dan bentuk data 
yang ada dilapangan kemudian melakukan pencatatan data dilapangan.  
2) Pengeditan data, apabila data yang sudah terkumpul langkah 
selanjutnya adalah editing yaitu pemeriksaan kembali informasi-
informasi dan berkas-berkas dari responden. Jika data yang diperoleh 
kurang lengkap maka data ditambahkan kembali.  
13 
 
 
 
3) Verifikasi Data, yaitu penyuisunan secara berurutan dari data-data yang 
telah masuk berdasrkan pemikiran, pendapat dan kriteria-kriteria data 
yang diperlukan.  
4) Analisis Data yang digunakan dalam metode ini adalah analisis data 
kualitatif yaitu suatu proses yang di mulaisejak pengumpulan data 
dilapangan selanjutnya diperiksa kembali, diatur dan diurutkan, 
dikelompokkan dan dikategorikan baru kemudian dianalisis sehingga 
akan diperoleh data deskriptif analisis. Apabila dirasa ada data penting 
yang belum masuk maka dapat ditampilkan kembali sehingga 
melakukan tahapan langsung mulai dari pengumpulan data, 
pemeriksaan kembali dan seterusnya. Oleh karena itu dalam tekhnik ini 
merupakan suatu proses yang mutlak dari suatu tahap berikutnya. 
Dengan menggunakan metode atau pendekatan kualitatif data yang 
diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka-angka 
melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya. 
Analisis data yang memberi pemaparan gambaran mengenai 
permasalahan yang diteliti dalam bentuk uraian. 
G. Sistematika Penulisan 
Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam 4 (empat) 
bagian yang tersusun dalam bab-bab. Yang mana satu sama lain saling 
berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan 
gambaran mengenai skripsi ini, adapun rincian pembahasan sebagai berikut: 
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Bab I Pendahuluan, bab ini berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode 
Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi. 
Bab II Tinjauan Konseptual, bab ini berisi: Penjelasan secara umum 
mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual 
Beli meliputi Tinjauan Tentang Tanah, Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli, 
Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah, Tinjauan Tentang Peralihan Hak Atas 
Tanah. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi: uraian dan 
penjelasan serta pembahasan dari rumusan masalah pelaksanaan pendaftaran 
peralihan hak atas tanah melalui jual beli serta hambatan dan penyelesaian 
permasalahan yang akan timbul dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak 
atas tanah melalui jual beli . 
Bab IV Penutup, bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. 
Daftar Pustaka 
Lampiran-lampiran 
Biodata Penulis 
 
 
 
 
 
 
15 
 
15 
 
BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Tentang Tanah 
Tanah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, 
dimana diatas tanah ini kita berpijak, mendirikan rumah, tempat mencari 
nafkah, dan masih banyak lagi yang bisa kita dilakukan diatas tanah. Tanah 
juga merupakan suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-
komponen padat, cair, gas, dan mempunyai sifat serta perlaku yang 
dinamis.
7
  
Pengertian tanah dalam definisi ilmiah adalah kumpulan dari benda 
alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horison, terdiri dari campuran 
bahan mineral, organik, air dan udara sebagai media untuk tumbuhnya 
tanaman.
8
 
Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan sebagai berikut: 
“Atas dasar tanah hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 
disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang 
baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan 
hukum.” Istilah tanah dalam Pasal diatas ialah permukaan bumi, makna 
permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh orang 
                                                             
7
 Sitanala Arsyad, Konversi Tanah dan Air, Bogor : IPB Press, 2010, hlm. 27 
8
 Sarwono Hardjowigeno, Ilmu Tanah, Jakarta : Akademia Pressindo, 2007, hlm. 15 
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atau badan hukum, oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas 
permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau 
benda-benda yang terdapat di atasanyamerupakan suatu persoalan hukum, 
persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan 
dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan 
tanaman dan bangunan yang terdapat diatasnya.  
Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik 
tertulis yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak 
penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai 
hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat 
disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi 
satu kesatuan yang merupakan sistem.
9
 
Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tertulis bersumber pada 
Undang-undang pokok agraria dan peraturan pelaksanaanya yang secara 
khusus berkaitan dengan tanah sebagai sumber hukum utamanya,sedangkan 
ketentuan-ketentuan hukum tanah yangtidak tertulis bersumber pada hukum 
tentang tanah dan yurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum 
pelengkapnya.
10
 Ketentuan-ketentuan tersebut adalah ketentuan yang 
mengatur atau mendasari mengenai pertanahan, yang bertujuan untuk 
mensejahterakan dan melaksanakan ketentuan yang ada. 
Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang bagi 
menjadi dua, yaitu : 
                                                             
9
 Urip Santoso, Hukum Agraria, Jakarta : Kencana, 2013, hlm.9-10 
10
 Ibid., hlm. 11. 
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a. Hak penguasaan atas tanah sebagai lemabaga hukum Hak penguasaan 
atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah sebagai objek dan orang 
atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. 
b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret Hak 
penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu 
sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek 
atau pemegang haknya. Hukum Tanah ada yang beraspek publik dan 
beraspek privat. 
Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia yang tak bisa 
dipisahkan satu sama lain, sehingga banyak manusia yang berusaha 
menguasai tanah yang mereka inginkan bahkan tak jarang sampai 
menimbulkan konflik diantara mereka. Konflik ini timbul karena tanah yang 
mereka perebutkan tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah atau yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sertipikat hak atas tanah yang di 
keluarkan oleh Kantor Pertanahan dengan adanya bukti kepemilikan yang 
sah tersebut maka akan meminimalisir terjadinya konflik tanah tersebut. 
Salah satu untuk mendapatkan bukti kepemilikan tanah yang sah tersebut 
adalah dengan cara mendaftarkan hak atas tanah tersebut ke Kantor 
Pertanahan di wilayah tanah tersebut berada. 
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli 
1. Pengertian Perjanjian 
Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para 
pihak dan tercapainya katasepakat di antara para pihak tersebut. 
18 
 
 
 
Pernyataan kehendak dapat dilakukan dengan kata-katalisan ataupun 
tertulis, sikap atau tindakan, singkatnya tanda-tanda atau simbol-simbol. 
Tandaatau simbol tersebut biasanya berupa kata-kata yang merupakan 
alat untuk menyatakan kehendak yang ditujukan untuk terjadinya suatu 
akibat hukum.
11
 
Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa perjanjian merupakan suatu 
perbuatan yang memiliki akibat hukum antara dua orang atau lebih 
dimana satu pihak memberikan hak, dan pihak lainnya berkewajiban 
untuk memberikan suatu prestasi. Dari perjanjian inilah maka timbul 
hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para 
pihak yang pada praktiknya sudah tentu dijamin oleh hukum atau 
undang-undang yang berlaku dan mengatur hal tersebut. 
Kelemahan-kelemahan yang perlu di koreksi dalam pengertian 
perjanjian sebagaimana terdapat pada pasal 1313 KUHPdt adalah sebagai 
berikut:  
a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat di ketahui dari rumusan 
kata kerja“mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak 
saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah 
“saling mengikatkan diri”, jadi ada consensus antaradua belah pihak. 
b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian 
“perbuatan”termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan 
(zaakwaameming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) 
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 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang 
Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2009, hlm.123 
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yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah 
“persetujuan”. 
c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup 
juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, 
padahal yang dimaksud adalah hubungan antara Debitur dan Kreditur 
mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam bukuIII 
KUHPdt sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat 
kebendaan, bukan bersifat kepribadian (personal). 
d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan 
tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri 
itu tidak jelas untuk apa. 
Berdasarkan alasan-alasan di atas ini maka perjanjian dapat 
dirumuskan sebagai berikut :“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan 
mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan 
suatu hal mengenai harta kekayaan”.12 
2. Syarat-syarat Perjanjian 
Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-
syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah 
dan mendapat akibat hukum (legally concluded contract). Menurut 
ketentuanPasal 1320 KUHPerdata, sayarat-sayarat sah perjanjian:
13
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 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya, 2000,  hlm. 
225 
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 Ibid., hlm. 228 
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a. Ada persetujuan kehendak (consensus). Persetujuan kehendak adalah 
kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai pokok-pokok isi 
perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga 
dikehendaki oleh pihak lainya. Persetujuan tersebut sudah final, 
tidak lagi dalam proses perundingan. Sebelum ada persetujuan, 
biasanya para pihak mengadakan perundingan, pihak yang satu 
menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai objek 
perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lainya menyatakan 
juga kehendaknya mengenai objek perjanjian sehingga tercapai 
persetujuan yang mantap bagi kedua pihak. Persetujuan kehendak itu 
sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak 
manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Juga 
termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kehilafan dan 
tidak ada penipuan. 
b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity). 
Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu 
kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum 
adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang 
yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang 
yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau 
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sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Orang yang tidak 
cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:
14
 
1) Orang-orang yang belum dewasa; 
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan 
3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 
undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa 
undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian 
tertentu. (ketentuan ini telah dicabut oleh Surat Edaran 
Mahkamah Agung). 
Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah 
perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian 
kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian 
tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian 
tersebut. 
c. Ada suatu hal tertentu (objek). Suatu hal tertentu yang terdapat 
dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi/prestasi disebut sebagai 
objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek 
perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban 
para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau 
prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin dapat 
dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (nietig,void). 
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 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,  Jakarta: Pradnya 
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d. Ada suatu sebab yang halal (causa). Causa atau sebab adalah suatu 
hal yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. 
Menurut KUHPerdata Pasal 1335 disebutkan bahwa ”suatu 
perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab 
yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Tapi dalam 
Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan “jika tidak dinyatakan suatu 
sebab, tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, 
dari pada yang dinyatakan, perjanjianya namun demikian adalah 
sah”. Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdata adalah 
sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan 
dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.
15
 
3. Asas-Asas Perjanjian 
Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang 
merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. 
Beberapa asas tersebut antara lain:
16
 
a. Asas Kebebasan Berkontrak 
Kata “kontrak,” dalam Asas Kebebasan Berkontrak, mempunyai 
pengertian yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau 
persetujuan dalam bentuk tertulis.
17
 Latar belakang lahirnya asas 
kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang 
secara embrional lahir pada zaman Yunani, yang diteruskan oleh 
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16 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya, 2000, hlm. 
225 
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 Subekti,Hukum Perjanjian, Jakarata: Intermasa,2002, hlm. 1 
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kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaisance 
melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, 
Jhon Locke, dan Rosseau. Menurut paham indivudualisme, setiap 
orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam 
hukum perjanjian, paham ini diwujudkan dalam Asas Kebebasan 
Berkontrak. 
Asas Kebebasan Berkontrak dapat kita lihat dalam Pasal 1338 
ayat (1) KUH Pdt, yang berbunyi bahwa “Semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya.” Pasal 1338 ayat (1) KUH Pdt ini seolah-olah membuat 
pernyataan bahwa kita bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan 
perjanjian tersebut akan mengikat kita sebagaimana undang-undang. 
Kebebasan berkontrak disini hanya dibatasi oleh ketertiban umum dan 
kesusilaan. 
b. Asas Pelengkap 
Mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak 
diikuti oleh para pihak dan membuat ketentuan sendiri. Apabila dalam 
perjanjian mereka tidak ditentukan lain maka berlakulah ketentuan 
undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajihan pihak-
pihak saja. 
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c. Asas Konsensual 
Mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak tercapai kata 
sepakat (konsensus) antarapihak-pihak mengenai pokok perjanjian. 
Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyaiakibat hukum. 
Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak 
(consensus) dari pihak-pihak.Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat 
bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secaraformil, tetapi cukup 
melalui konsensus belaka.
18
  
d. Asas Obligator 
Mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak 
itu baru dalam tarafmenimbulkan hak dan kewajiban saja, belum 
memindahkan hak milik. Hak milik dapatberpindah apabila dilakukan 
dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (overeenkomst) yaitu 
melalui penyerahan barang (levering). 
4. Perjanjian Jual Beli Tanah 
Peristiwa jual beli merupakan bagian dari hukum perdata yang 
apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau 
diajukan tuntutannya di depan pengadilan. Faktanya peristiwa jual beli 
kerap kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari namun pada 
umumnya kita tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan 
adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat 
                                                             
18 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang 
Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2009, hlm.29 
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hukum apabila terjadi  kecurangan atau salah satu pihak mengingkari 
adanya perjanjian tersebut. 
Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena 
pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak 
kebendaan dan pihak yang lain  bersedia untuk membayar harga yang 
diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerdata). 
Obyek dari perjanjian jual beli adalah barang-barang tertentu yang 
dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut 
hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan. 
Perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak 
telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang 
tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan (Pasal 
1458 KUHPerdata). 
Perjanjian jual beli dapat dibatalkan apabila si penjual telah 
menjual barang yang bukan miliknya atau barang yang akan dijual 
tersebut telah musnah pada saat penjualan berlangsung. 
Menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan hukum 
yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada 
pihak pembeli untuk selama - lamanya pada waktu pihak pembeli 
membayar harga tanah tersebut kepada pihak penjual, meskipun harga 
yang dibayarkan baru sebagian. Dengan demikian, sejak saat itulah hak 
atas tanah telah beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli, artinya 
pihak pembeli telah mendapatkan hak milik atas tanah sejak saat 
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terjadinya jual beli tanah. Untuk menjamin tidak adanya pelanggaran 
terhadap pelaksanaan jual beli tanah, maka jual beli tanah harus 
dilakukan di muka Kepala Adat (Kepala Desa), dan masyarakat harus 
turut mengakui keabsahannya. 
Berdasarkan pada bunyi Pasal 1457, 1458 dan 1459 KUHPerdata, 
dapat dirumuskan bahwa jual beli tanah adalah suatu perjanjian dimana 
satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak 
lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan. Pada saat kedua 
belah pihak telah mencapai kata sepakat, maka jual beli dianggap telah 
terjadi, walaupun tanah belum diserahkan dan harga belum dibayar. Akan 
tetapi, walaupun jual beli tersebut dianggap telah terjadi, namun hak atas 
tanah belum beralih kepada pihak pembeli. Agar hak atas tanah beralih 
dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka masih diperlukan suatu 
perbuatan hukum lain, yaitu berupa penyerahan yuridis (balik nama). 
Penyerahan yuridis (balik nama) ini bertujuan untuk mengukuhkan hak - 
hak si pembeli sebagai pemilik tanah yang baru. 
Ada 4 (empat) syarat yang menentukan sahnya suatu perjanjian jual 
beli tanah, antara lain :  
a. Syarat sepakat yang mengikat dirinya. Artinya, kedua pihak yang 
telah sama - sama sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian jual 
beli tanah, membuat akta atau perjanjian tertulis di hadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
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b. Syarat cakap. Artinya, pihak - pihak yang mengadakan perjanjian 
jual beli tanah adalah orang - orang yang dianggap cakap, yaitu 
orang - orang yang telah memenuhi syarat dewasa menurut hukum, 
sehat pikiran dan tidak berada di bawah pengampuan. 
c. Syarat hal tertentu. Artinya, apa yang telah diperjanjikan harus 
dicantumkan dengan jelas dalam akta jual beli, baik mengenai luas 
tanah, letaknya, sertifikat, hak yang melekat di atasnya, maupun hak 
- hak dan kewajiban - kewajiban kedua belah pihak. 
d. Syarat kausal atau sebab tertentu. Artinya, dalam pengadaan suatu 
perjanjian, harus jelas isi dan tujuan dari perjanjian itu. Dalam hal 
ini, isi dan tujuan perjanjian harus berdasarkan pada keinginan kedua 
belah pihak yang mengadakan perjanjian. 
Jual beli terhadap tanah diatur dalam Undang-undang Pokok 
Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang selanjutnya 
diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari pada Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960, didalam Pasal 19 menentukan bahwa, jual beli tanah 
harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan dilakukannya jual beli 
dihadapan PPAT, berarti pada saat itu juga hak sudah beralih dari 
penjual kepada pembeli. 
 
28 
 
 
 
C. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah 
1. Pengertian Pendaftaran Tanah 
Menurut A.P.Parlindungan, sebagaimana dikutipoleh Urip Santoso, 
Pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre, yang dalam bahasa 
Belanda disebut Kadaster. Cadastre adalah suatu istilah teknis untuk 
suatu record (rekaman) yang menunjukan kepada luas, nilai dan 
kepemilikan (atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah.
19
 Kata 
Cadastre berasal dari bahasa Latin Capistrtum, yang berarti suatu 
register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah romawi 
(Capitatio Terrens).
20
 Selain berfungsi untuk memberikan uraian dan 
identifikasidari sebidang tanah, Cadastre juga berfungsi sebagai rekaman 
yang berkesinambungan dari suatu hak atas tanah.
21
 
Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun1997 
tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa : 
“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah 
                                                             
19
 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Cet.2, Jakarta: Kencana, 
2010, hlm.12. 
20
 Ibid. 
21
 Ibid. 
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ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 
yang membebaninya.” 
Berdasarkan pengertian Pendaftaran tanah yang terdapat dalam 
pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, dapat diuraikan beberapa unsur pendaftaran tanah, 
yaitu: 
1) Adanya serangkaian kegiatan 
2) Dilakukan oleh Pemerintah 
3) Secara terus menerus, berkesinambungan 
4) Secara teratur 
5) Bidang tanah dan satuan rumah susun 
6) Pemberian surat tanda bukti hak 
7) Hak-hak tertentu yang membebaninya.22 
2. Tujuan Pendaftaran Tanah 
Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 19 UUPA, bahwa 
diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian 
hukum (rechtskadaster/ legal cadastre). Secara lebih rinci tujuan 
pendaftaran tanah diuraikan dalam pasal 3 PP No. 24 tahun 1997 sebagai 
berikut: 
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan 
                                                             
22
 Ibid.hlm., 14-16. 
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hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan 
dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.  
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat 
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun 
yang sudah terdaftar.  
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) yang sekarang berubah menjadi Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang 
berfungsi  Tata Ruang  dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 
2015, dimana tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan dengan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).  
3. Jenis-Jenis Kegiatan Pendaftaran Tanah  
Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 
tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjadi obyek pendaftaran 
tanah meliputi: 
1) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna 
usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. 
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2) Tanah hak pengelolaan. 
3) Tanah wakaf. 
4) Hak milik atas satuan rumah susun. 
5) Hak tanggungan 
6) Tanah negara. 
Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. 
2.1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan 
pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah 
yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. 
Adanya permasalahan mengenai tanah salah satunya adalah 
masih banyak tanah yang masih belum mempunyai bukti kepemilikan 
yang sah dalam hal ini adalah sertipikat hak atas tanah. Untuk tanah 
jenis ini yaitu tanah yang belum bersertipikat maka perlu untuk 
dilakukan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan, jenis kegiatan ini 
adalah Pendaftaran tanah untuk pertama kali. 
Adapun pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali 
sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 
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a. Pendaftaran Tanah Secara Sistematik 
Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 
serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang 
belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan 
pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah 
yang ditetapkan oleh Menteri. 
b. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik 
Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa 
obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa/kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah 
secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang 
berkepentingan. 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali mempunyai beberapa 
serangkaian kegiatan, yaitu: 
a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik 
Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik 
dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan 
pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
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 Pembuatan peta dasar pendaftaran; 
 Penetapan batas bidang-bidang tanah; 
 Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan 
pembuatan peta pendaftaran; 
 Pembuatan daftar tanah; 
 Pembuatan surat ukur. 
b) Pembuktian hak dan pembukuannya; 
Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah baru 
dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pajabat yang 
berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut 
ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal 
dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan, asli akta PPAT 
yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik 
kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak 
guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik. 
Sedangkan hak pengelolaan dibuktikan dengan 
penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang 
berwenang, tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf, 
hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta 
pemisahan, pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta 
pemberian hak tanggungan.  
Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang 
berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat 
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bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, 
keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang 
kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran 
tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan 
dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup 
untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain 
yang membebaninya.  
Pembukuan Hak hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah 
wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan 
membukukanya dalam buku tanah yang memuat data yuridis 
dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang 
ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. 
c)  Penerbitan sertifikat 
Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak 
yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis 
yang telah didaftar dalam buku tanah. 
d)  Penyajian data fisik dan data yuridis 
Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, 
Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran 
tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, 
daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Bentuk, 
cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian 
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peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan 
daftar nama ditetapkan oleh Menteri. 
e)  Penyimpanan daftar umum dan dokumen 
Dokumen-dokumen seperti peta pendaftaran, daftar 
tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama, dan dokumen-
dokumen lain yang merupakan alat pembuktian yang telah 
digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal 
dan disimpan dan harus tetap ada di Kantor Pertanahan yang 
bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh 
Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar 
umum. 
Warkah , buku tanah, surat ukur dan dokumen-dokumen lain 
mengenai informasi tanah merupakan dokumen negara dan tidak 
sembarang orang bisa untuk mengetahui informasi tanah tersebut 
dan jika ada pemohon yang ingin mengetahui informasi tersebut 
mereka harus bersurat terlebih dahulu ke Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional guna mendapatkan ijin. 
Terkecuali guna keperluan penyelidikan oleh kepolisian 
maka atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu 
perkara, asli dokumen tersebut dibawa oleh Kepala Kantor 
Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke 
sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis 
Hakim dan para pihak yang bersangkutan. 
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2.2. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 
Merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data 
fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar 
nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-
perubahan yang terjadi kemudian.  
Pemeliharaan data pendaftaran sebagai satu dari dua kegiatan 
utama dalam proses pendaftaran tanah secara garis besar terdiri atas 2 
bagian yaitu terkait perubahan data fisik dan perubahan data yuridis.  
Pengertian dari data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran 
tanah yaitu data fisik adalah keterangan mengenai letak batas dan luas 
bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk 
keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan 
diatasnya, sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status 
hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang 
haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. 
Jadi, pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah penyesuaian 
data yang ada terhadap perubahan yang ada pada tanah baik itu data 
fisik maupun data yuridisnya. 
1) Perubahan data fisik tanah 
Seperti yang kita ketahui, data fisik adalah gambaran letak, 
luas, batas-batas dan ada tidaknya bangunan yang ada di atas 
tanah. Perubahan data fisik tanah terbagi menjadi 3 yaitu 
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Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah yang 
diatur dalam pasal 48-50 PP 24 tahun 1997. 
a. Pemecahan 
Pemecahan bidang tanah diatur dalam pasal 48 PP 24 
tahun 1997. Prinsip pemecahan adalah membagi bidang tanah 
menjadi beberapa bagian dimana masing-masing bagian 
memiliki status hukum yang baru dan sertipikat yang baru. 
b. Pemisahan 
Pemisahan bidang tanah diatur dalam pasal 49 PP 24 
tahun 1997. Prinsip pemecahan adalah membagi bidang tanah 
menjadi beberapa bagian dimana bagian yang dipisahkan 
memiliki status hukum dan sertipikat yang baru, namun tanah 
asal masih tetap ada dengan sertipikat tanah yang lama yang 
telah diberikan catatan bahwa telah diadakan pemisahan atas 
tanah tersebut. 
c. Penggabungan 
Penggabungan bidang tanah diatur dalam pasal 50 PP 
24 tahun 1997. Prinsip penggabungan adalah menyatukan 
beberapa bidang tanah menjadi satuan bidang tanah yang 
baru, dimana sertipikat tanah yang digabungkan tersebut 
menghapus keberadaan sertipikat yang melekat pada masing-
masing tanah sebelumnya. 
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2.   Perubahan data yuridis tanah 
Data yuridis tanah adalah keterangan hak yang melekat 
pada tanah, termasuk subjek pemegang hak dan pihak-pihak lain. 
Secara garis besar, perubahan data yuridis tanah dapat terjadi 
karena beberapa perbuatan hukum yaitu peralihan hak, 
pembebanan hak, perpanjangan hak, penghapusan hak, dan 
putusan pengadilan 
a. Peralihan Hak 
Peralihan hak atas tanah dapat terjadi dengan beberapa 
perbuatan hukum yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, 
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum 
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui 
lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta 
yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Peralihan hak atas tanah dapat pula terjadi karena 
proses waris Peralihan hak juga dapat terjadi karena peleburan 
dan penggabungan perseroan atau koperasi. Peralihan hak atas 
tanah, hak pengelolaan, atau hak milik atas satuan rumah susun 
karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi 
yang tidak didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi 
yang bergabung atau melebur dapat didaftar berdasarkan akta 
yang membuktikan terjadinya penggabungan atau peleburan 
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perseroan atau koperasi yang bersangkutan setelah 
penggabungan atau peleburan tersebut disahkan oleh Pejabat 
yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan 
rumah susun karena penggabungan atau peleburan perseroan 
atau koperasi yang didahului dengan likuidasi perseroan atau 
koperasi yang bergabung atau melebur didaftar berdasarkan 
pemindahan hak dalam rangka likuidasi yang dibuktikan 
dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. 
b.   Pembebanan hak  
Pembebanan hak atas tanah terjadi dengan hak 
tanggungan atas tanah sebagaimana diatur dalam UU No.4 
tahun 1996 tentang hak tanggungan. 
c.    Perpanjangan hak 
Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah 
dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah dan sertipikat 
hak yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Pejabat yang 
berwenang yang memberikan perpanjangan jangka waktu hak 
yang bersangkutan.  
d.   Hapusnya hak 
Hapusnya hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah 
susun dan hak pengelolaan dilakukan oleh kepala kantor 
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pertanahan dengan membubuhkan catatan di buku tanah dan 
surat ukur serta memusnahkan sertipikat tanah yang 
bersangkutan. Untuk penghapusan hak tanggungan dilakukan 
berdasarkan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
 e.  Putusan Pengadilan 
Perubahan data tanah akibat putusan pengadilan 
diberitahukan oleh pihak panitera  atau pihak yang 
berkepentingan kepada kantor pertanahan dengan membawa 
salinan resmi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap. 
D. Tinjauan Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli 
Hak atas tanah adalah hak yang memberi kewenangan kepada 
seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil 
manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak 
penguasaan atas tanah. 
Hak - hak atas tanah yang dimaksud diatur dalam Pasal 16 Undang 
- Undang Nomor 5 Tahun 1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok – Pokok 
Agraria (UUPA), yaitu antara lain :  
1. Hak milik. 
2. Hak guna usaha. 
3. Hak guna bangunan. 
4. Hak pakai. 
5. Hak sewa. 
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6. Hak membuka tanah. 
7. Hak memungut hasil hutan. 
8. Hak - hak lain yang tidak termasuk dalam hak - hak tersebut di atas 
yang ditetapkan dalam undang - undang serta hak - hak yang sifatnya 
sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53, yaitu :  
a. Hak gadai. 
b. Hak usaha bagi hasil. 
c. Hak menumpang. 
d. Hak sewa tanah pertanian. 
Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari 
pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) 
cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih 
menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum 
yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan 
dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan 
hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli. 
Berbeda dengan dialihkannya suatu hak, maka dengan dialihkannya 
suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja 
dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya 
kepada orang lain. Dengan demikian pemindahannya hak milik tersebut 
diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan 
hak atas tanah.  
42 
 
 
 
Secara umum terjadinya peralihan hak atas tanah itu dapat 
disebabkan oleh berbagai perbuatan hukum antara lain: 
a. Jual beli 
b. Tukar menukar 
c. Hibah 
d. Pemasukan dalam perusahaan 
e. Pembagian hak bersama 
f. Pemberian hakguna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik 
g. Pemberian hak tanggungan Pemberian kuasa pembebanan hak 
tanggungan 
Dalam Peralihan hak atas tanah ada beberapa persyaratan yang 
harus dipenuhi ketika akan melakukan pendaftaran balik nama ke Kantor 
Pertanahan, diantaranya sebagai berikut: 
1. Peralihan Hak Atas Tanah yang belum bersertipikat 
Jual beli tanah tanpa bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah, 
merupakan masalah pelik yang sering menjadi sumber konflik 
masyarakat kita. Ada yang melakukan transaksi jual beli tanah 
berdasarkan kesepakatan lisan saja antara penjual dan pembeli. 
Bahkan ada orang yang nekat menjual tanah yang sudah dijualnya, 
istilah kampungnya, jual di atas jual. 
Di kemudian hari muncul masalah, tanah yang dijual atau dibeli 
itu digugat keabsahannya. Ada yang kemudian diselesaikan secara 
musyawarah atau kekeluargaan, ada yang dibawa ke pengadilan, 
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adapula lewat jalan pintas pertikaian bahkan pertumpahan darah. Jual 
beli tanah merupakan proses peralihan hak atas tanah yang sudah ada 
sejak zaman dahulu, dan diatur dalam hukum adat, dengan prinsip 
“terang” dan “tunai.” Terang artinya dilakukan dihadapan pejabat 
umum berwenang. Tunai artinya tanah dibayarkan secara tunai. 
Apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual 
beli tanah. 
Tata cara jual beli tanah yang tidak bersertifikat harus melalui 
proses cukup panjang. Setelah mendapatkan tiga surat keterangan dari 
kelurahan maka langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan 
pengurusan sertifikat ke Kantor Pertanahan secara langsung. Proses 
pengajuan ini tentu saja dilakukan oleh pemilik tanah atau pembeli 
tanah. 
Berkas permohonan yang disetorkan pada loket penerimaan 
Kantor Pertanahan berisi surat-surat asli kepemilikan tanah. Adapun 
kelengkapannya adalah: 
 Surat asli tanah girik atau fotokopi letter C yang dimiliki 
pemohon, 
 Surat keterangan riwayat tanah dari lurah/kades, 
 Surat keterangan tidak sedang sengketa dari lurah/kades, 
 Surat pernyataan penguasaan tanah secara sporadik dari 
lurah/kades, 
 Bukti-bukti peralihan hak milik tanah bila ada (Akta Jual Beli), 
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 Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga pemohon, 
 Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun yang sedang berjalan, 
 Surat kuasa bila pemohon meminta orang lain untuk mewakili, 
 Surat pernyataan sudah memasang batas-batas tanah, 
 Dokumen-dokumen lain pendukung. 
2. Peralihan Hak Milik Perorangan melalui Jual Beli 
Hak Milik diatur dalam Pasal 20-27 Undang-undang nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(selanjutnya disebut UUPA). Pengertian Hak Milik itu adalah hak 
turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 
tanah. Diantara hak-hak atas tanah yang lain, Hak Milik merupakan 
hak yang paling kuat dan paling penuh. 
Hak Milik dikatakan hak yang turun temurun karena hak milik 
dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya, Hak milik 
sebagai hak yang terkuat berati hak tersebut tidak mudah dihapus dan 
mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain.
23
 Terpenuhi 
berarti hak milik memberikan wewenang yang paling luas 
dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ini berarti hak milik dapat 
menjadi induk dari hak-hak yang lain, misalnya pemegang hak milik 
dapat menyewakan kepada orang lain. Selama tidak dibatasi oleh 
pengusasa, maka wewenang dari seorang pemegang hak milik tidak 
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 Adrian Sutedi, Peralihan hak Atas Tanah dan Pendaftarannya,Jakarta: Sinar Grafika, 
2010, hlm. 60-61 
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terbatas.
24
 Selain bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuhi, hak 
milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
Hak Milik dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara jual 
beli,  hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.
25
 
Perlu diperhatikan bahwa hak milik tidak dapat dialihkan kepada 
orang asing atau badan hukum karena orang asing dan badan hukum 
tidak dapat menjadi subyek hak milik. Sehingga peralihannya menjadi 
batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara.
26
 
Berikut ini syarat – syarat yang harus dipenuhi ketika akan 
mendaftar peralihan hak milik melalui jual beli di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang: 
a. Sertipikat Asli, 
b. Fotocopy KTP dan KK Penjual dan Pembeli atau kuasa apabila 
dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas 
loket, 
c. Surat pengantar pendaftaran dari PPAT, 
d. Surat kuasa apabila dikuasakan dari pemohon ke PPAT, 
e. Surat rekomendasi pendaftaran dari PPAT, 
f. Fotocopi KTP PPAT dan Penerima Kuasa, 
g. Surat Pernyataan kepemilikan tanah, 
h. Surat Pernyataan kepemilikan SPPT PBB, 
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 Ibid. 
25
 Ibid., hlm. 65 
26
 Ibid. 
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i. Surat Pernyataan kesanggupan bayar apabila dikemudian hari ada 
kurang bayar PPh dan BPHTB, 
j. Bukti Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk pembeli, dikenakan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”), yaitu pajak 
yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
Hal ini didasarkan pada  Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) huruf a 
angka 1) UU 28/2009 yang mengatur bahwa yang menjadi Objek 
Pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 
Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut salah satunya 
meliputi pemindahan hak karena jual beli. 
Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima 
persen). Tarif BPHTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
Mengenai BPTHB perlu melihat kembali peraturan di daerah 
setempat dan untuk di Kabupaten Pemalang sendiri menetapkan 
5% untuk tarif BPHTB. 
k. Bukti Setor PPh (Kode Billing)  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 
Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak 
Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya pasal 2 angka 
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1 menyebutkan bahwa Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan 
hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebesar 2,5% (dua koma lima 
persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan 
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
l. Bukti Validasi PPh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Validasi SSP dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yang 
dimaksud dengan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Peraturan  Dirjen Pajak Nomor: PER-26/PJ/2010 
adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat 
Lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Syarat validasi SSP : 
 Mengajukan formulir penelitian SSP 
 Asli SSP lembar ke-1 dan fotocopynya yang tertera NTPN. 
 Fotocopy SPPT PBB tahun ybs. 
 Fotocopy faktur/ bukti penjualan/ bukti penerimaan uang. 
m. Surat Keterlambatan mendaftar jika terlambat dalam mendaftarkan 
permohonan pendaftaran peralihan jual beli. 
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3. Peralihan Hak Guna Bangunan Badan Hukum Melalui Jual Beli 
Hak Guna Bangunan diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak 
Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan 
jangka waktu paling lama 30 tahun. Hak pemegang HGB sangat 
terbatas karena HGB didirikan di atas tanah yang bukan haknya, jadi 
hanya terjadi sepanjang waktu tertentu. Tidak seperti halnya dengan 
hak milik yang haknya adalah terpenuh di antara hak-hak atas tanah. 
Adapun ciri-ciri HGB adalah sebagai berikut: 
1) Jangka waktunya terbatas, artinya pada sewaktu waktu akan 
berakhir. HGB diberikan pada jangka waktu paling lama 30 tahun 
dan atas permintaan pemegang hak serta mengingat keperluan dan 
keadaan bangunan bangunannya, HGB dapat diperpanjang dengan 
jangka waktu paling lama 20 tahun. 
2) HGB dapat beralih dan dialihkan ke pihak lain sepanjang jangka 
waktunya belum habis. 
3) HGB dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak 
tanggungan sepanjang jangka waktu berlakunya belum habis. 
4) HGB termasuk salah satu hak yang wajib di daftar. 
5) HGB juga dapat dilepaskan oleh pemegangnya sehingga tanahnya 
menjadi tanah negara. 
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Persyaratan pendaftaran peralihan hak guna bangunan badan 
hukum melalui jual beli di Kantor Pertanahan sebetulnya sama saja 
seperti pendaftaran peralihan hak milik perorangan yang membedakan 
adalah pada subyek pelepasnya berhubung pelepas dalam HGU adalah 
Badan Hukum maka persyaratan yang dilampirkan adalah sebagai 
berikut: 
a) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 
pemohon atau kuasanya diatas materai cukup 
b) Surat kuasa apabila dikuasakan 
c) Fotokopi identitas pembeli (KTP,KK) dan kuasa apabila 
dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas 
loket 
d) Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah 
dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum 
e) Sertifikat Asli 
f) Akta jual beli dari PPAT 
g) Fotokopi KTP dan KK  pihak pembeli dan atau kuasanya yang 
telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 
h) Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan 
dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB 
(BPHTB), PPh yang sudah divalidasi dan bukti bayar uang 
pemasukan (pada saat pendaftaran hak). 
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Ada yang perlu diperhatikan ketika melakukan peralihan hak 
atas tanah perorangan yaitu Jika suami atau istri ada yang meninggal 
dunia, harus ada persetujuan untuk menjual dari ahli waris tanpa 
melihat nama yang tercantum di dalam sertifikat, apakah atas nama 
suami atau atas nama istri. Artinya persetujuan ahli waris tetap 
diperlukan jika sertifikat atas nama istri dan yang meninggal adalah 
suami. Begitu pula sebaliknya. 
Apabila tanah diperoleh pada masa perkawinan maka pada saat 
melakukan penandatanganan akta jual beli suami istri wajib 
memberikan persetujuan satu sama lain namun apabila suami atau istri 
karena sesuatu dan lain hal tidak bisa ikut hadir pada saat 
penandatanganan AJB, maka wajib ada surat persetujuan menjual 
yang dibuat di hadapan notaris. 
Lain hal jika ada perjanjian kawin yang menyatakan pemisahan 
harta, tidak diperlukan persetujuan suami atau istri. Sebab lainnya 
adalah harta yang diperoleh sebelum pernikahan tidak termasuk harga 
gono-gini. Untuk menentukan objek jual beli ini merupakan harga 
gono-gini atau bukan, bisa dilihat dengan membandingkan tanggal 
pernikahan dengan tanggal diperolehnya objek jual beli. Jika tanah 
dan bangunan diperoleh sebelum tanggal pernikahan atau sesudah 
perceraian, harta tersebut bukan merupakan harta gono-gini. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Kedudukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang adalah Instansi 
Vertikal Badan Pertanahan di Kabupaten / Kota yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 
Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang adalah melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota 
yang bersangkutan. 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi antara 
lain : 
a. Penyusunan rencana, program, dan pengangguran dalam rangka 
pelaksanaan tugas pertanahan. 
b. Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan. 
c. Pelayanan survey, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan 
pemetaan bidang, pembukuan tanah, peta tematik dan survei potensi tanah. 
d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform konsolidasi tanah, dan 
penataan pertambahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan 
wilayah tertentu. 
e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, 
pemeliharaan data pertanahan, dan administrasi tanah asset pemerintah. 
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f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan anah Negara, tanah 
terlantar dan lahan kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 
masyarakat. 
g. Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan. 
h. Pengkoordinasian pemangku pengguna tanah. 
i. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional 
(SIMTANAS). 
j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, 
pemerintah, dan swasta. 
k. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan. 
l. Pelaksanaan urutan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan 
prasarana, perundang-undangan, serta pelayanan pertanahan. 
Bidang Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan 
mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan 
pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, 
pendaftaran hak tanah, dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan 
PPAT.  
Dalam melaksanakan tugasnya bidang Hubungan Hukum Pertanahan 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan, dan penetapan kembali 
hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak 
komunal;  
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b. penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan 
sosial/keagamaan  serta  penegasan  sebagai tanah wakaf, tanah bekas 
milik Belanda, dan bekas tanah asing lainnya;  
c. penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat 
mempunyai hak milik;  
d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan 
badan hukum swasta, serta hak atas ruang;  
e. pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;  
f. penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non 
pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;  
g. pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas 
tanah masyarakat;  
h. pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas 
satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak 
atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta 
hapusnya hak;  
i. pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan 
rumah susun, hak pengelolaan,tanah wakaf,  dan pemberian izin peralihan 
hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/ 
komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT;  
j. pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan 
Pertanahan berbasis data yuridis; dan  
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k. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang hubungan hukum pertanahan.  
Bidang Hubungan Hukum Pertanahan terdiri atas:   
a. Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat; 
b. Seksi Pendaftaran Hak Tanah; 
c. Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT; dan  
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, 
pemantauan, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas 
satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin 
peralihan hak, pelepasan hak,  perubahan  penggunaan dan perubahan 
pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan 
PPAT, pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan 
Pertanahan berbasis data yuridis, serta evaluasi dan pelaporan. 
A. Proses Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual 
Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
Pendaftaran peralihan hak atas tanah dilaksanakan di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang dan peralihan hak atas tanah tersebut wajib di daftarkan 
guna mendapatkan kepastian hukum. Peralihan hak atas tanah tersebut 
bermacam-macam jenisnya diantaranya adalah Peralihan hak atas tanah 
melalui jual beli. 
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Peralihan jual beli tersebut bisa didaftarkan langsung oleh pemohon dan 
bisa melalui kuasa, yaitu oleh karyawan PPAT ataupun PPAT S , yang sudah 
di berikan surat rekomendasi pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang oleh PPAT atau PPAT S. Hal ini, disebabkan karena selain PPAT 
bertugas membuat akta jual beli tanah, PPAT juga bertugas mendaftarkan 
peralihan haknya pada kantor pertanahan setempat yang selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari sejak ditandatanganinya akta jual beli hak atas tanah tersebut. 
Sebelum melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut, PPAT 
atau PPAT S wajib melakukan pemeriksaan terhadap sertipikat tersebut ke 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dengan mendaftarkan pengecekan 
sertipikat terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memeriksa apabila 
ditemukan sertipikat palsu, sertipikat ganda, atau ada catatan blokir atau bisa 
dikatakan sertipikat masih dalam sengketa dan ketidaksesuaian antara sertipikat 
dan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Setelah 
melakukan pengecekan sertipikat dan dikatakan bersih dan aman maka langkah 
selanjutnya adalah mendaftarkan zona nilai tanah, dalam informasi pertanahan 
zona nilai tanah ini bertujuan untuk menentukan biaya pendaftaran peralihan 
hak atas tanah dengan menggunakan nilai per meter pada wilayah Kabupaten 
Pemalang. 
Setelah persyaratan utama tersebut dilakukan dan akta jual beli sudah 
dibuat maka PPAT atau PPAT S wajib mendaftarkan berkas peralihan tersebut 
ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
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1. Persyaratan Pendaftaran  
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka kegiatan pendaftaran 
peralihan hak atas tanah antara lain sebagai berikut: 
1) Sertipikat Asli, 
2) Fotocopy KTP dan KK Penjual dan Pembeli atau kuasa apabila 
dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, 
3) Surat pengantar pendaftaran dari PPAT, 
4) Surat kuasa apabila dikuasakan dari pemohon ke PPAT, 
5) Surat rekomendasi pendaftaran dari PPAT, 
6) Fotocopi KTP PPAT dan Penerima Kuasa, 
7) Surat Pernyataan kepemilikan tanah, 
8) Surat Pernyataan kepemilikan SPPT PBB, 
9) Surat Pernyataan kesanggupan bayar apabila dikemudian hari ada 
kurang bayar PPh dan BPHTB, 
10) Bukti Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 
Bangunan (SSPD-BPHTB) 
11) Bukti Setor PPh (Kode Billing), 
12) Bukti Validasi PPh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
13) Surat Keterlambatan mendaftar jika terlambat dalam mendaftarkan 
permohonan pendaftaran peralihan jual beli. 
2. Mekanisme Pendaftaran 
Mekanisme pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui 
jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: 
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1) Loket Pendaftaran 
 Pemohon mengambil nomor antrian terlebih dahulu; 
 Setelah menunggu di ruang tunggu selanjutnya pemohon dipanggil 
petugas loket pendaftaran untuk menyerahkan berkas 
pendaftarannya; 
 Berkas diterima petugas loket pendaftaran dan selanjutnya untuk 
dikoreksi kelengkapan berkasnya; 
 Jika berkas yang di daftarkan pemohon ada kurang persyaratan 
maka berkas tersebut dikembalikan lagi ke pemohon untuk 
diperbaiki terlebih dulu; 
 Berkas yang sudah dikoreksi dan dinyatakan lolos pendaftaran 
maka selanjutnya berkas dibawa ke petugas entri diloket untuk 
selanjutnya dimasukan ke database Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang; 
 Setelah berkas pendaftaran di entri dan tercetak surat perintah setor 
langkah selanjutnya pemohon untuk segera membayar biaya 
pendaftaran, yaitu pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) ke loket yang sudah ditentukan atau bisa dibayarkan ke 
ATM Bank selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah didaftarkan. 
2) Loket Pembayaran 
 Pemohon yang sudah membayar PNBP kemudian membawa 
kembali bukti pembayaran tersebut ke loket pembayaran; 
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 Pemohon mendapat tanda terima dokumen sebagai bukti 
pendaftaran dan sebagai syarat untuk pengambilan sertipikat yang 
sudah jadi nanti. 
 Petugas loket pembayaran menyerahkan berkas yang sudah dibayar 
oleh pemohon ke petugas entri untuk di serahkan ke petugas 
pelaksana sub seksi pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan 
PPAT untuk segera diproses selanjutnya. 
3) Petugas Pelaksana Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan 
Pembinaan PPAT 
 Menerima berkas pendaftaran peralihan dari petugas entri di loket; 
 Berkas yang diterima kemudian diagenda pada buku besar; 
 Meminjam buku tanah pada petugas buku tanah; 
 Membuat catatan peralihan pada database untuk menjalankan 
berkas elektroniknya; 
 Membuat catatan peralihan dan mencetak peralihan pada sertipikat 
dan buku tanah; 
 Menjahit sertipikat dan buku tanah yang sudah dicetak; 
 Koreksi berkas peralihan yang siap maju ke kasubsi; 
 Apabila berkas peralihan yang sudah masuk Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang ternyata masih ada kekurangan persyaratan 
maka petugas pelaksana peralihan memberi informasi ke pemohon 
untuk segera ditindak lanjuti; 
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4) Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan 
PPAT 
 Memeriksa berkas peralihan yang sebelumnya sudah dikoreksi oleh 
petugas pelaksana; 
 Memberi paraf sebagai tanda kalau berkas tidak ada masalah; 
 Berkas yang sudah di paraf Kasubsi selanjutnya di serahkan ke 
Petugas Validasi untuk mencocokkan catatan peralihan antara 
berkas fisik dan berkas elektronik. 
5) Petugas Validasi 
 Validasi berkas peralihan untuk mencocokkan antara berkas fisik 
dan berkas elektronik; 
 Membuat data kendali untuk berkas yang maju ke Kepala Seksi 
Hubungan Hukum Pertanahan; 
 Setelah berkas sudah dinyatakan valid maka berkas siap maju ke 
Kasi untuk di tanda tangani. 
6) Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan 
 Koreksi berkas peralihan 
 Jika ada yang tidak sesuai maka diserahkan kembali kepada 
Petugas Pelaksana (membuat daftar nama, memperbaiki peralihan 
hak).  
 Menandatangani pencatatan peralihan hak pada Buku Tanah dan 
Sertifikat  
 Meneruskan dokumen kepada Petugas Pelaksana 
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7) Petugas Pelaksana Peralihan 
 Berkas yang sudah di tanda tangani oleh Kasi selanjutnya untuk di 
agenda dan di serahkan ke petugas DI 208  
8) Petugas DI 208 
 Mencatat nomor dan tanggal DI.208 dan DI.307 pada sertipikat dan 
buku tanah; 
 Membuat agenda dan menyerahkan berkas peralihan yang sudah 
jadi ke petugas pengeluaran sertipikat di loket; 
 Mengembalikan buku tanah dan warkah ke petugas buku tanah dan 
warkah. 
9) Petugas Pengeluaran Sertipikat di Loket 
 Menerima berkas peralihan yang sudah jadi dari petugas DI.208; 
 Mencetak bukti penyerahan produk (DI.301 A); 
 Menyerahkan sertipikat yang sudah jadi kepada pemohon. 
Berkas peralihan hak jual beli yang sudah masuk di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang selanjutnya diproses dan diselesaikan dalam waktu 5 
(lima) hari kerja dengan catatan berkas sudah valid dan tidak ada kekurangan 
persyaratan. Biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Peralihan Hak 
Jual Beli dihitung berdasarkan zona nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor 
Pertanahan dengan rumus (nilai tanah (per m2) * luas tanah (m2)) / 1000 + 
Rp.50.000,-. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang bahwa pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah 
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melalui jual beli menunjukan peningkatan yang lebih baik, hal ini bisa dilihat 
dari tabel 1 daftar Quick Wins Pelayanan Peralihan Hak melalui Jual Beli  dari 
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.  
Tabel 1 
Tabel Daftar Quick Wins Pelayanan Peralihan Hak melalui Jual Beli  
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 
 
Tahun Jumlah Bidang Selesai Sesuai SOP Selesai Lewat SOP Persentase 
2015 
 
4578 
 
4022 556 87,85 
2016 3676 3575 101 97,25 
2017 2768 2735 33 98,81 
2018 3585 3481 104 97,10 
2019 3446 3423 23 99,33 
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
Quick Wins merupakan program percepatan pelayanan kepada 
masyarakat sebagai salah satu program Reformasi Birokrasi yang saat ini 
sedang gencar dilaksanakan oleh seluruh jajaran BPN RI. Pada tahun 2013 
telah ditetapkan dua Program Quick Wins yaitu Pelayanan Pengecekan 
Sertipikat Hak Atas Tanah dan Pelayanan Peralihan Hak Jual Beli Atas Tanah 
dan pada tahun 2014 ditetapkan empat Program Quick Wins sebagaimana 
diatur dalam Keputusan Kepala BPN RI Nomor 37/KEP-3.42/II/2014 tentang 
Program Quick Wins Reformasi Birokrasi BPN RI Tahun 2014.  
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B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah 
Melalui Jual Beli. 
Dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran peralihan hak atas tanah 
dengan cara jual beli ada beberapa hambatan yang mengakibatkan 
pelaksanaan pendaftaran peralihan haknya kurang lancar atau tidak selesai 
tepat pada waktunya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 
Bapak Setiaman, S.SiT,.M.H pada tanggal 31 Desember 2019 hambatan-
hambatan tersebut antara lain: 
1) Berkas yang didaftarkan pemohon kurang lengkap, seperti fotocopi KTP 
dan berkas pendukung lainnya ada yang belum dilegalisir atau belum 
dicocokan sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang; 
2) Fotocopi KTP, KK, dan SPPT PBB dan lampiran berkas pendukung 
lainnya tidak jelas sehingga menghambat dalam proses peralihan haknya; 
3) Kurang telitinya dalam pengisian surat-surat permohonan pendaftaran, 
sehingga masih banyak kesalahan seperti, pengisian nomer SHM, nomer 
NIB, dan lainnya, selain itu juga ada pemohon dan PPAT yang belum 
tanda tangan di surat pernyataan; 
4) Pengetikan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT atau PPATS masih 
kurang teliti masih terdapat salah ketik dan juga setiap kali ada perubahan 
isi akta jual beli yang mengakibatkan pencoretan dan penambahan isi akta 
pengesahannya belum di paraf oleh semua para pihak; 
5) Adanya sengketa tanah pada berkas peralihan, biasanya terdapat surat 
penangguhan peralihan dari pihak yang bersengketa.  
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Kurang lengkapnya berkas permohonan pendaftaran peralihan hak 
tentunya akan menghambat proses pekerjaan peralihan hak itu sendiri, 
waktu pekerjaan peralihan haknya pun akan menjadi lama jika tidak segera 
ditindak lanjuti oleh para pemohon. 
Solusi agar hambatan-hambatan tersebut diatas terselesaikan adalah 
para petugas loket pendaftaran yang menerima berkas hendaknya agar lebih 
teliti lagi dalam memeriksa berkas pendaftarannya, dan juga harus lebih 
tegas lagi apabila ada pemohon yang memaksakan berkasnya masuk 
meskipun ada kekurangan. Jika terdapat kurang lengkapnya persyaratan 
maka segera menginformasikan kepada pemohon, namun apabila berkas 
kekurangan tersebut tidak segera dilengkapi oleh pemohon maka petugas 
dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang akan membuat surat 
pemberitahuan mengenai kekurangan persyaratan berkas tersebut, tapi 
apabila sampai pemberitahuan pun tidak ditindak lanjuti oleh pemohon 
maka akan dilakukan penutupan berkas pendaftaran tersebut yang artinya 
berkas pendaftaran peralihan hak tersebut tidak dapat dilanjutkan prosesnya. 
Akta jual beli yang dibuat oleh PPAT atau PPATS terkadang masih 
banyak kekurangan dalam pembuatan isi akta tersebut, salah satu contoh 
yang banyak terjadi adalah ketika terjadi perubahan pada isi akta dan 
dilakukan pencoretan dan penambahan pengesahannya tidak di paraf semua 
para pihak hanya diparaf oleh PPAT saja, hal ini tentunya tidak benar 
karena para pihak wajib mengetahui segala isi akta maupun segala macam 
perubahannya, agar tidak disalahgunakan dikemudian hari. Solusi dari 
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permasalah tersebut adalah hendaknya para PPAT atau PPATS lebih teliliti 
lagi dalam pembuatan akta jual beli. PPAT atau PPATS juga wajib 
membacakan semua isi dalam akta yang dibuatnya kepada para pihak 
sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta. 
Apabila dikemudian hari pada proses pekerjaan peralihan hak terdapat 
sengketa tanah maka wajib untuk diselesaikan terlebih dulu 
permasalahannya dengan cara musyawarah mendatangkan kedua belah 
pihak yang bersengketa, jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan 
tidak memperpanjang sengketa tanah tersebut maka proses peralihan hak 
tersebut dapat dilanjutkan. Peralihan hak yang masih terdapat sengketa 
tanah dan belum dapat terselesaikan masalahnya disampaikan kepada 
pemohon agar segera melakukan pencabutan berkas yang sudah terlanjur 
didaftarkan ke Kantor Pertanahan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 
 
65 
 
BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan  
Pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli bertujuan untuk 
memberikan kepastian hukum dan menyelenggarakan suatu administrasi 
pertanahan. Dengan melakukan pendaftaran tanah tersebut diharapkan akan 
mengurangi terjadinya konflik atau sengketa pertanahan. 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut:  
1. Dengan adanya pendaftaran tanah akan mendapatkan perlindungan 
hukum yang merasakan tidak akan mendapatkan gangguan dan gugatan 
dari pihak lainnya. Untuk menjamin suatu kepastian hukum, peralihan 
hak atas tanah melalui jual beli yaitu diperlukannya persyaratan formil 
bagi penjual hak atas tanah dan juga terkait dengan prosedur peralihan 
hak atas tanah tersebut. Jual beli harus dibuktikan dengan akta yang 
dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
2. Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang sudah menunjukan 
peningkatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya namun masih ada 
beberapa hambatan-hambatan, jika hambatan-hambatan tersebut dapat 
diselesaikan dengan baik dan cepat maka waktu proses pekerjaan 
peralihan haknya pun akan terselesaikan dengan tepat waktu pula. 
Lancarnya pelaksanaan pendaftaran peralihan hak tentunya bisa 
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terlaksana apabila antara pemohon dan Kantor Pertanahan bisa bekerja 
sama dengan baik. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan maka 
penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Kesadaran tentang arti pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah 
khususnya dengan cara jual beli, dari masyarakat harus ditingkatkan 
antara lain melalui penyuluhan-penyuluhan, penyebaran pamflet-
pamflet yang berkaitan dengan hukum tanah khususnya mengenai 
pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli  
dengan bahasanya yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam, atau 
melalui bahan-bahan bacaan lainnya, dan juga melalui sosial media. 
2. Agar proses pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui 
jual beli di Kantor Pertanahan tidak ada hambatan maka hendaknya 
PPAT dan PPATS  dalam menerbitkan akta jual beli tanah harus teliti, 
cermat, hati-hati dan tidak boleh ceroboh. Terlebih lagi akta jual beli 
tanah menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mencegah 
hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pencocokan data-data yang ada 
pada sertifikat dan buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan wajib 
dilakukan.  
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